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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis
implementasi kepemimpinan inklusif dalam manajemen layanan
pendidikan inklusi di SDN 25 Banda Aceh. Fokus penelitian mencakup
bagaimana kepala sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif,
membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan
mengatasi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Penelitian
Keywords: ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi
Kepemimpinan Inklusif kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
b il S analisis dokumen dari kepala sekolah, guru, orang tua, serta pihak
Kolaborasi pemangku komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan
Kepentingan inklusif di SDN 25 Banda Aceh telah berhasil menciptakan budaya
Manajemen sekolah, SDN 25 sekolah yang mendukung keberagaman melalui kolaborasi intensif
e Aad dengan para pemangku kepentingan. Kepala sekolah memainkan peran
sentral sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam mendukung
program inklusi. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa
kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompetensi guru, dan
persepsi masyarakat terhadap pendidikan inklusi. Kendala-kendala ini
diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan pelibatan aktif komunitas
sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi strategi
kepemimpinan inklusif yang efektif dalam konteks pendidikan inklusi
di Indonesia, khususnya di Aceh, yang memiliki karakteristik sosial-
budaya unik. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik
secara teoritis maupun praktis dengan menawarkan kerangka kerja
kepemimpinan inklusif yang dapat diadaptasi di sekolah lain. Implikasi
praktis dari penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi strategis
untuk memperkuat tata kelola pendidikan inklusi, termasuk pelatihan
guru, pengembangan Kkebijakan berbasis bukti, dan penguatan
partisipasi komunitas.

Corresponding Author:

Nuphanudin Nuphanudin,
Universitas Negeri Surabaya
Email: nuphanudinnuphanudin@unesa.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan inklusi telah menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan akses pendidikan yang
merata dan adil bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Dalam konteks ini, kepemimpinan sekolah memainkan peran strategis dalam memastikan
implementasi layanan inklusi yang efektif. SDN 25 Banda Aceh merupakan salah satu sekolah dasar
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yang berkomitmen menjalankan pendidikan inklusi, di mana kepemimpinan inklusif menjadi faktor
kunci dalam mendukung keberhasilan program ini. Namun, mengelola layanan inklusi memerlukan
pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk membangun budaya sekolah yang mendukung
keberagaman (Nasser, 2024).

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pendidikan inklusi di
sekolah dasar, sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan atau implementasi teknis tanpa
menggali lebih dalam tentang peran kepemimpinan inklusif. Kepemimpinan inklusif sendiri
mencakup kemampuan pemimpin sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif (Sebti &
Elder, 2024), memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan mendorong keterlibatan
aktif semua pihak dalam mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, masih
terdapat celah dalam literatur terkait bagaimana kepemimpinan inklusif diterapkan dalam konteks
pendidikan inklusi, khususnya di tingkat sekolah dasar di Indonesia.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan inklusif dapat meningkatkan
efektivitas layanan inklusi (Gibbs, 2023; Merrigan & Senior, 2023; Page et al., 2023). Namun, bukti
empiris di Indonesia, terutama di Aceh, masih terbatas. Provinsi Aceh, dengan keragaman sosial-
budaya dan latar belakang sejarahnya, menawarkan konteks unik yang layak untuk dikaji. SDN 25
Banda Aceh, sebagai salah satu sekolah yang berkomitmen terhadap pendidikan inklusi, menjadi
contoh menarik untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan inklusif diterapkan dalam upaya
meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusi.

Pengembangan inisiatif yang mendukung keberagaman dan inklusi harus menjadi prioritas utama
bagi pengelola sekolah, yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kepemimpinan
kolaboratif (Alam & Mohanty, 2023). Studi menunjukkan bahwa semua siswa, terutama yang berasal
dari latar belakang yang kurang beruntung, dapat memperoleh manfaat akademis dari strategi ini
(Berry-James et al., 2021; Chan, 2023; Fallon, 2021; Posti-Ahokas & Janhonen-Abruquah, 2024). Untuk
menjamin bahwa setiap siswa memiliki akses ke pendidikan terbaik dan layanan dukungan,
kesetaraan pendidikan juga harus diperhatikan (Norman-Major, 2023). Hal ini penting untuk
mendorong hasil sosial dan akademik yang sukses, terutama bagi siswa dari latar belakang yang
secara historis kurang terwakili.

Komponen penting dalam mengelola keragaman di ruang kelas adalah komunikasi yang efektif
(Larios & Zetlin, 2023). Untuk mendorong iklim sekolah yang positif dan membantu pencapaian
siswa, penting untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan secara tepat waktu dan
jelas. Studi menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan hasil akademik dan interaksi antara guru
dan siswa (Nel et al., 2023; Rugambuka & Mazzuki, 2023; Salo & Kajamies, 2024). Komunikasi yang
efektif, kesetaraan pendidikan, kepemimpinan kolaboratif, dan budaya sekolah yang inklusif
merupakan elemen penting dari strategi kepemimpinan yang efektif untuk mengawasi keragaman di
lembaga pendidikan dalam rangka mendorong hasil yang luar biasa bagi setiap siswa. Keunikan dari
penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam mengenai dinamika kepemimpinan inklusif di SDN
25 Banda Aceh, dengan fokus pada interaksi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan komunitas
lokal. Studi ini tidak hanya melihat implementasi kebijakan, tetapi juga bagaimana budaya sekolah
dibangun untuk mendukung keberagaman (Hoon, 2013) dan bagaimana pemimpin sekolah
mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses ini.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur pendidikan
inklusi dengan menawarkan kerangka kerja praktis untuk membangun kepemimpinan inklusif di
lingkungan sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan bagi kepala sekolah
dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola layanan inklusi secara lebih efektif (Erdemir &
Yes il¢i nar, 2021; Gupta et al., 2024). Sebagai bentuk kontribusi nyata, penelitian ini juga berupaya
mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di sekolah lain dengan tantangan
serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik
tetapi juga memberikan dampak langsung bagi peningkatan layanan pendidikan inklusi di Indonesia.
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Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur tentang
kepemimpinan inklusif di lingkungan pendidikan dasar, khususnya dalam konteks pendidikan inklusi
di Indonesia. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana kepala
sekolah di SDN 25 Banda Aceh membangun budaya inklusif, mempraktikkan kepemimpinan
kolaboratif, dan memastikan kesetaraan pendidikan meski menghadapi keterbatasan sumber daya
dan stigma sosial. Studi ini tidak hanya menggambarkan strategi implementasi tetapi juga
mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi dalam konteks lokal, memberikan wawasan yang
relevan untuk sekolah lain yang menghadapi kondisi serupa. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan, pelatihan, dan praktik kepemimpinan
yang inklusif. Namun, permasalahan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengeksplorasi
lebih lanjut pendekatan yang sistematis dalam mengatasi kendala dan hambatan untuk memperluas
keberlanjutan pendidikan inklusi di berbagai konteks geografis dan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami
penerapan kepemimpinan inklusif dalam manajemen layanan pendidikan inklusi di SDN 25 Banda
Aceh. Langkah-langkah penelitian dimulai dengan kajian literatur untuk memahami konsep
kepemimpinan inklusif dan kerangka teoritis yang relevan. Setelah itu, peneliti menyusun instrumen
pengumpulan data, termasuk panduan wawancara, checklist observasi, dan format analisis dokumen.
Responden penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala sekolah, guru kelas inklusi,
orang tua siswa berkebutuhan khusus, dan perwakilan komunitas lokal, yang memiliki keterlibatan
langsung dalam layanan inklusi di sekolah. Penelitian dilakukan di SDN 25 Banda Aceh karena sekolah
ini dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan inklusi di Provinsi Aceh, dengan konteks sosial-
budaya yang menarik untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mendalami
penerapan kepemimpinan inklusif dalam manajemen layanan pendidikan inklusi di SDN 25 Banda
Aceh. Langkah-langkah penelitian dimulai dengan kajian literatur untuk memahami konsep
kepemimpinan inklusif dan kerangka teoritis yang relevan. Setelah itu, peneliti menyusun instrumen
pengumpulan data, termasuk panduan wawancara, checklist observasi, dan format analisis dokumen.
Responden penelitian dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala sekolah, guru kelas inklusi,
orang tua siswa berkebutuhan khusus, dan perwakilan komunitas lokal, yang memiliki keterlibatan
langsung dalam layanan inklusi di sekolah. Penelitian dilakukan di SDN 25 Banda Aceh karena sekolah
ini dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan inklusi di Provinsi Aceh, dengan konteks sosial-
budaya yang menarik untuk dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan
kepala sekolah untuk mengeksplorasi strategi kepemimpinan inklusif yang digunakan serta
tantangan yang dihadapi. Kedua, observasi langsung terhadap praktik pembelajaran inklusi di kelas
untuk melihat interaksi antara guru, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa lainnya. Ketiga, analisis
dokumen seperti kebijakan sekolah, program Kkerja, dan laporan evaluasi program inklusi untuk
mendapatkan gambaran kebijakan dan implementasi layanan pendidikan inklusi secara mendalam.

Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, di
mana informasi yang relevan disaring dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Tahap kedua
adalah Kkategorisasi, dengan mengelompokkan data ke dalam tema utama seperti strategi
kepemimpinan, tantangan implementasi, dan Kkolaborasi stakeholder. Tahap ketiga adalah
interpretasi data, di mana temuan dibandingkan dengan teori kepemimpinan inklusif untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan
membandingkan hasil dari berbagai sumber data untuk memastikan konsistensi dan keandalan. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis tentang peran kepemimpinan inklusif
dalam mendukung pendidikan inklusi, serta rekomendasi strategis bagi pengembangan tata kelola
pendidikan inklusi di Indonesia.
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Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan
kepala sekolah untuk mengeksplorasi strategi kepemimpinan inklusif yang digunakan serta
tantangan yang dihadapi. Kedua, observasi langsung terhadap praktik pembelajaran inklusi di kelas
untuk melihat interaksi antara guru, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa lainnya. Ketiga, analisis
dokumen seperti kebijakan sekolah, program Kkerja, dan laporan evaluasi program inklusi untuk
mendapatkan gambaran kebijakan dan implementasi layanan pendidikan inklusi secara mendalam.

Para responden diminta untuk berpartisipasi dalam wawancara semi-terstruktur secara langsung
atau daring selama 45-60 menit dengan para peneliti. Wawancara direkam dalam bentuk audio dan,
dengan persetujuan, ditranskrip secara verbatim. Datasets penelitian dapat diakses melalui
https://osf.io/284g7/. Analisis tematik dilakukan untuk menganalisis data, menggunakan kode dan
kategori untuk menemukan tema dan pola dalam transkrip wawancara. Pedoman wawancara
digunakan dalam proses penelitian. Pedoman wawancara meliputi lima aspek yang ditanyakan
sebagai berikut: 1) bagaimana membangun budaya sekolah inklusif; 2) bagaimana membangun
kepemimpinan kolaboratif; 3) bagaimana membangun kesetaraan pendidikan; 4) bagaimana
mendorong komunikasi yang efektif; dan 5) bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi
pimpinan sekolah di SD Negeri 25 Banda Aceh.

Penelitian ini memprioritaskan pertimbangan etis, dengan para peneliti mendapatkan
persetujuan dari partisipan dan menjaga kerahasiaan mereka. Mereka mengikuti persyaratan Komite
Etik Universitas Gadjah Mada, menggunakan pengambilan sampel purposif, wawancara individu, dan
analisis tematik. Kepercayaan dijunjung tinggi dengan menggunakan berbagai taktik, sehingga
menghasilkan penelitian yang menyeluruh dan etis. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa
tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana informasi yang relevan disaring dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumen. Tahap kedua adalah kategorisasi, dengan mengelompokkan
data ke dalam tema utama seperti strategi kepemimpinan, tantangan implementasi, dan kolaborasi
stakeholder. Tahap ketiga adalah interpretasi data, di mana temuan dibandingkan dengan teori
kepemimpinan inklusif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber
data untuk memastikan konsistensi dan keandalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan praktis tentang peran kepemimpinan inklusif dalam mendukung pendidikan
inklusi, serta rekomendasi strategis bagi pengembangan tata kelola pendidikan inklusi di Indonesia.
Peer debriefing, refleksivitas, dan verifikasi anggota digunakan oleh para peneliti untuk
meningkatkan kredibilitas penelitian. Peer debriefing membutuhkan masukan dari rekan-rekan
sejawat; refleksivitas melibatkan pengakuan atas bias; dan pengecekan anggota melibatkan
konfirmasi temuan dengan para partisipan.

Hasil dan Pembahasan
Membangun Budaya Sekolah Inklusif

Mendorong iklim sekolah yang inklusif adalah langkah pertama dalam praktik kepemimpinan yang
efektif. Para pembicara menekankan bahwa menciptakan lingkungan sekolah yang ramah
membutuhkan advokasi untuk keadilan, menghargai keberagaman, dan menawarkan lingkungan
belajar yang aman dan ramah untuk semua siswa. Salah satu Responden (R) 1 menekankan
pentingnya hal ini, dengan mengatakan, * Kami memastikan budaya sekolah yang inklusif dengan
menghargai dan menghormati keberagaman” . Sementara itu, R2 mengutarakan bahwa “ Kami
menghargai individualitas dan mengedepankan Kkesetaraan, terutama melalui kegiatan dan
kurikulum yang kami tawarkan” .

Administrator sekolah R3 menekankan, “ pentingnya memberikan kesempatan yang sama
kepada semua anak, terlepas dari kondisi mereka, untuk mendorong kesetaraan” . Seseorang R4
berkata: “ Kami bercita-cita untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa dengan
menjamin akses mereka terhadap pendidikan, sumber daya, dan layanan dukungan yang
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berkualitas” . Para peserta menyarankan beberapa strategi penting untuk mengembangkan budaya
sekolah yang inklusif, seperti membentuk komite keberagaman atau gugus tugas, pelatihan
kesadaran budaya dan kompetensi untuk anggota staf, dan mengintegrasikan perspektif etnis ke
dalam kurikulum. Salah satu peserta R9 menyatakan, “* Untuk memastikan bahwa guru dan staf siap
mendukung dan mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang, kami menawarkan pelatihan
kesadaran budaya dan kompetensi, serta pengembangan profesional” .

Institusi sekolah, saat ini, harus menangani keragaman (Arias-Pastor et al., 2023; Karatas et al.,
2023), yang merupakan masalah besar yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat (Garces-Bacsal
etal., 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan teknik kepemimpinan yang berhasil
dalam menangani keragaman di sekolah. Kami menemukan empat aspek yang dimiliki oleh semua
prosedur tim manajemen, berdasarkan wawancara dengan para pemimpin sekolah. Tulisan ini
berfokus pada dimensi pertama, yaitu menciptakan suasana sekolah yang inklusif. Untuk
menciptakan budaya sekolah yang inklusif, penting untuk mengakui dan menghargai keragaman,
mempromosikan kesetaraan, dan menawarkan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi semua
siswa (Arao & Clemens, 2013). Selain menekankan pentingnya menciptakan budaya sekolah yang
inklusif, para responden penelitian juga memberikan saran tentang strategi kepemimpinan praktis
untuk melakukannya.

Membangun iklim sekolah yang inklusif membutuhkan penghargaan dan penghormatan terhadap
perbedaan (Narot & Kiettikunwong, 2024; Nikula et al., 2024). Seperti yang dikatakan oleh seorang
administrator sekolah R7, “ Kami membina suasana sekolah yang inklusif dengan mengakui dan
menerima perbedaan. Kami menghargai perbedaan dan mendorong kesetaraan, khususnya dalam
kurikulum dan kegiatan” . Seorang peserta yang berbeda R8 menyatakan: “ Kami menyediakan
lingkungan yang ramah bagi anak-anak kami, terlepas dari latar belakang budaya mereka, dengan
menyediakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan
akademis dan sosial emosional”. Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya menghargai dan
menghormati keberagaman serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak dari berbagai
latar belakang.

Untuk menumbuhkan suasana sekolah yang inklusif, kesetaraan harus dipromosikan (Sebti &
Elder, 2024). Para responden menekankan betapa pentingnya memberikan kesempatan yang sama
kepada setiap siswa, tanpa memandang latar belakangnya. Mereka berusaha memastikan keadilan
dengan menyediakan pendidikan, sumber daya, dan layanan dukungan yang berkualitas tinggi. R7
menggarisbawahi, “ Kebijakan sekolah dimaksudkan untuk menjadi adil dan tanpa prasangka atau
bias berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin” . Senada dengan itu, R11 secara lugas menngutarakan
bahwa “ Untuk memberikan semua anak alat dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil,
kesetaraan harus dipromosikan” .

Menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan aman sangat penting untuk menciptakan
suasana sekolah yang positif (Frazier & Fosco, 2023; Khanna et al., 2024). Para peserta, R7 dan R9,
menekankan pentingnya pertemuan komite keberagaman secara rutin untuk mengatasi masalah
inklusi. R7 dengan serius menegaskan, “Perayaan budaya dan pelatihan kompetensi budaya untuk
guru sangat penting dalam membantu anak-anak dari berbagai latar belakang”. Sementara itu, R9
mencermati pentingnya “Menciptakan lingkungan yang ramah dan memberikan bantuan yang tepat
merupakan komponen penting bagi keberhasilan siswa”.

Untuk mendorong budaya sekolah yang inklusif, perspektif multikultural harus dimasukkan ke
dalam kurikulum (Frazier & Fosco, 2023). Melalui kegiatan dan kurikulum yang relevan, para
pemimpin sekolah mendorong pemahaman dan penghormatan terhadap budaya. Hal ini bertujuan
untuk memenuhi beragam kebutuhan dan pengalaman siswa, memastikan mereka merasa dihargai
dan dihormati. Agar manajemen keberagaman berhasil, promosi kesetaraan, lingkungan belajar yang
aman, dan integrasi perspektif yang berbeda ke dalam kurikulum, budaya sekolah yang inklusif
sangat penting.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 25 Banda Aceh telah berupaya membangun budaya
sekolah inklusif melalui implementasi nilai-nilai kebersamaan, empati, dan penerimaan terhadap
keberagaman. Kepala sekolah mendorong program-program inklusi seperti pelatihan guru tentang
pembelajaran diferensiasi dan sosialisasi kepada orang tua siswa untuk memahami pendidikan
inklusi. Strategi ini sejalan dengan studi dari Sharma et al. (2022) yang menekankan pentingnya
budaya sekolah inklusif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Namun, tantangan
utama adalah resistensi awal dari sebagian guru yang merasa kurang kompeten dalam mengelola
kelas inklusi, sebagaimana juga dilaporkan oleh Florian & Spratt (2021).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun kepemimpinan kolaboratif di SDN
25 Banda Aceh menjadi langkah penting dalam pengelolaan pendidikan inklusi. Kepala sekolah secara
aktif melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program
inklusi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui forum diskusi rutin, pelatihan kolaboratif, serta program
mentoring antarguru. Temuan ini didukung oleh studi dari Schwab et al. (2023) yang menunjukkan
bahwa kepemimpinan kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi melalui
partisipasi aktif semua pihak. Namun, terdapat hambatan berupa kurangnya dukungan dari sebagian
orang tua yang merasa khawatir akan perkembangan anak mereka di lingkungan inklusi, serupa
dengan temuan di studi Koster et al. (2021) yang menyoroti pentingnya komunikasi persuasif untuk
membangun kepercayaan.

Di sisi lain, upaya untuk membangun kesetaraan pendidikan dilakukan dengan memastikan akses
yang setara bagi semua siswa, termasuk menyediakan fasilitas penunjang seperti alat bantu belajar
dan modifikasi kurikulum. Kepala sekolah juga berusaha meningkatkan kompetensi guru melalui
pelatihan diferensiasi pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian dari
Loreman (2022) yang menunjukkan bahwa adaptasi kurikulum dan penguatan kapasitas guru
menjadi faktor utama dalam menciptakan kesetaraan di kelas inklusi. Meskipun demikian, penelitian
ini juga menemukan bahwa kurangnya pendanaan dan keterbatasan tenaga ahli menjadi kendala
yang signifikan, berbeda dengan temuan Forlin et al. (2021) yang menyoroti ketersediaan sumber
daya sebagai elemen kunci keberhasilan pendidikan inklusi. Temuan ini mempertegas pentingnya
dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasi kendala tersebut.

Mengembangkan Kepemimpinan Kolaboratif

Kolaborasi adalah aspek kedua dari teknik kepemimpinan yang efektif. Para peserta menekankan
pentingnya membangun visi bersama untuk sekolah dan melibatkan semua pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta R7, “ Kami
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan berkolaborasi untuk
menciptakan visi bersama bagi sekolah” . Serupa dengan pernyataan tadi, R11 berketetapan hati
bahwa “ Dengan melakukan hal ini, dapat dipastikan bahwa semua orang dihormati dan suara
mereka didengar” .

Hal lain yang diangkat oleh peserta adalah perlunya kepemimpinan kolaboratif yang diciptakan
dengan membangun hubungan dan kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Sesuai
pernyataan salah satu peserta R4, “ Membangun hubungan dan kepercayaan dengan para pemangku
kepentingan sangat penting dalam membangun kepemimpinan kolaboratif’ . Hal ini, demikian R5,
memungkinkan “ komunikasi yang terbuka dan jujur, yang penting dalam proses pengambilan
keputusan” .

Mempromosikan kepemimpinan kolaboratif adalah fitur kedua dari praktik manajemen
keragaman sekolah yang efektif (Savvopoulos et al., 2024). Untuk mengembangkan tujuan bersama,
rasa saling menghormati dan percaya di antara anggota tim, serta lingkungan yang menghargai
akuntabilitas dan kerja sama, para peserta menekankan perlunya kepemimpinan kolaboratif.
Kepemimpinan kolaboratif menumbuhkan kepercayaan, rasa hormat, dan budaya akuntabilitas
bersama di antara anggota tim, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama menuju visi
dan tujuan Bersama (KKpobi et al., 2024). Peserta lain, seorang administrator sekolah R6, mendukung
gagasan tersebut, dengan mengatakan, “ Kepemimpinan kolaboratif sangat penting dalam
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manajemen keragaman karena memungkinkan kita untuk memanfaatkan bakat dan pengetahuan
anggota tim dari berbagai latar belakang dan sudut pandang” .

Untuk mempromosikan kepemimpinan kolaboratif, administrator sekolah memprioritaskan
partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan Kkeputusan, komunikasi terbuka,
pembangunan tim, dan mendengarkan secara aktif (Moore et al, 2024). Selain itu, mereka
menekankan perlunya memberikan peran kepemimpinan kepada anak-anak agar mereka dapat
mengasah kemampuan mereka dan mendorong tanggung jawab kelompok. Para peserta
menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam menangani keragaman sekolah.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, mendorong Kerja sama tim, dan
menjaga komunikasi terbuka adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh administrator sekolah
untuk menumbuhkan budaya kolaboratif yang mendukung keberhasilan siswa.

Kepemimpinan kolaboratif kepala sekolah diwujudkan melalui pembentukan tim kerja inklusi
yang melibatkan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kepala sekolah juga aktif membangun
kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan LSM setempat untuk menyediakan pelatihan guru dan
pendanaan tambahan. Hal ini sesuai dengan temuan Leithwood & Azah (2021) yang menyoroti
pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan inklusif. Akan tetapi, temuan
ini sedikit berbeda dengan penelitian Ainscow (2020) yang menemukan bahwa kolaborasi seringkali
terhambat oleh kurangnya komitmen dari pihak eksternal.

Selain itu, kepala sekolah di SDN 25 Banda Aceh juga memfokuskan pada pengembangan
kepemimpinan yang berbasis pada pemberdayaan dan pelibatan seluruh warga sekolah. Dengan
melibatkan guru dalam pengambilan keputusan dan memberi ruang bagi mereka untuk berbagi
pengalaman serta tantangan dalam mengelola kelas inklusi, kepala sekolah berhasil meningkatkan
keterlibatan dan rasa tanggung jawab seluruh anggota tim. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari
Gurr & Drysdale (2022), yang menunjukkan bahwa pemberdayaan guru dalam proses kepemimpinan
dapat meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, terutama dalam pengelolaan kelas yang lebih
adaptif. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah bagaimana memastikan bahwa
setiap anggota tim memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap visi inklusi yang
dijalankan, yang seringkali terhambat oleh perbedaan persepsi dan prioritas, sebagaimana
ditemukan dalam penelitian oleh Barr & McCabe (2020).

Lebih lanjut, kendala dalam membangun kepemimpinan kolaboratif ini juga terkait dengan peran
pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan LSM yang seharusnya memberikan dukungan lebih
besar dalam hal pelatihan berkelanjutan dan pendanaan untuk program inklusi. Meskipun kepala
sekolah sudah menjalin kemitraan dengan mereka, keterbatasan sumber daya dan kebijakan yang
kadang kurang mendukung masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program
inklusi. Sebagaimana temuan dari Armstrong et al. (2021), kolaborasi antara sekolah dan pihak
eksternal dapat terhambat oleh kebijakan yang tidak sejalan atau perubahan kebijakan yang sering
terjadi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam menguatkan hubungan antara
sekolah dan stakeholder eksternal, serta mengembangkan kebijakan yang lebih konsisten dalam
mendukung pendidikan inklusi, sebagaimana disarankan oleh Doyle & Hart (2022).

Membangun Kesetaraan Pendidikan

Mempertimbangkan kesetaraan pendidikan adalah elemen ketiga dari teknik kepemimpinan yang
baik. Kebutuhan untuk memberikan kesempatan dan sumber daya yang sama kepada semua siswa
ditekankan oleh para peserta. Salah satu peserta R7 mengatakan, “* Memberikan kesempatan dan
sumber daya yang sama kepada semua siswa sangat penting dalam mempromosikan kesetaraan
pendidikan” .Juga, dikuatkan dengan pernyataanR6,“ Ini termasuk akses terhadap pendidikan yang
berkualitas, sumber daya, dan layanan dukungan.” Di sisi lain, diungkapkan oleh R9 bahwa “ Hanya
kelapangan hati saja, ilmu mereka juga tidak ada, sebenarnya tapi mereka mau mencoba, mau
berusaha, ada pelatihan. Modal mereka hanya pelatihan dan pelatihannya itu belum memadai, yang
ada lama itu waktu dengan P4TK TK PLB Bandung, selama tiga bulan“ . (Kepala sekolah,
korespondensi, 13/02/2024).
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Untuk mengatasi keadilan pendidikan, para peserta mengidentifikasi langkah-langkah seperti
pengajaran individual, akses yang sama terhadap teknologi, dan program dukungan untuk siswa yang
kurang terwakili. Dinyatakan oleh R1, “ Pengajaran yang disesuaikan, serta kegiatan seperti
bimbingan dan les, berusaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai siswa sekaligus menjembatani
kesenjangan keberhasilan” . (Komunikasi pribadi, 16 Februari 2024; Asisten Administrasi).

Salah satu dari tiga elemen rencana manajemen keragaman berbasis sekolah yang efektif adalah
kesetaraan pendidikan (Foley et al., 2024). Para peserta menekankan perlunya menjamin bahwa
setiap anak, terlepas dari latar belakangnya, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan
pendidikan berkualitas tinggi (Huilla et al., 2024). Dua pejabat sekolah, yakni R6 dan R9, menekankan
“ perlunya kesetaraan pendidikan, dengan menyoroti perlunya memberikan sumber daya” dan
“ kesempatan yang dibutuhkan untuk kesuksesan akademik dan pribadi kepada semua siswa,
terlepas dari latar belakangnya” .

Administrator sekolah memprioritaskan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan
sistemik yang menghambat keberhasilan dan akses siswa miskin untuk mencapai kesetaraan
pendidikan (Wladis et al., 2024). Seperti yang dikatakan oleh R8 kepada koordinator penelitian, “ Kita
harus menyadari hambatan sistemik yang ada dalam sistem pendidikan kita dan bekerja untuk
menghilangkannya” . Untuk melakukan hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan
kesempatan, sumber daya, dan ketimpangan pendanaan harus diatasi. Seorang asisten administrasi
R11 menyatakan, “ Kita perlu memberikan dukungan yang ditargetkan untuk siswa yang berisiko
tertinggal, seperti mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang
belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua".

Para peserta menggarisbawahi taktik penting untuk mencapai kesetaraan pendidikan, seperti
memberikan dukungan kepada siswa yang kurang mampu, mengembangkan pengajaran yang peka
terhadap budaya, dan melibatkan organisasi masyarakat. Salah satu administrator
merekomendasikan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan akademis, sementara seorang
kepala sekolah menekankan pentingnya memasukkan latar belakang budaya anak-anak ke dalam
kurikulum dan menggunakan praktik pengajaran yang tepat.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak yang terpinggirkan, para peserta menekankan
pentingnya kerja sama dengan masyarakat. Mereka juga mendorong perlunya undang-undang dan
sumber daya yang adil dalam bidang pendidikan, termasuk program-program setelah jam sekolah
dan layanan kesehatan mental. Para peserta menekankan perlunya menangani keadilan pendidikan
agar berhasil mengatasi keragaman sekolah. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan menghilangkan
tantangan bagi siswa yang kurang terwakili, mengembangkan langkah-langkah dukungan dan
pengajaran yang relevan secara budaya, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat.

Kesetaraan pendidikan di SDN 25 Banda Aceh diwujudkan melalui kurikulum yang dirancang
untuk mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK). Guru
dilatih untuk menggunakan metode pembelajaran diferensiasi dan alat bantu belajar sederhana.
Penelitian ini mendukung temuan Slee (2022), yang menyatakan bahwa kesetaraan pendidikan
memerlukan fleksibilitas kurikulum dan pelatihan guru. Namun, kurangnya sumber daya yang
memadai menjadi kendala signifikan, sebagaimana juga dicatat oleh Mitiku et al. (2021) dalam
konteks sekolah inklusi di negara berkembang.

Selain itu, SDN 25 Banda Aceh juga berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam
setiap aspek pembelajaran, tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga dalam pendekatan
penilaian. Penilaian dilakukan secara beragam untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua
siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak, dalam menunjukkan kemajuan mereka.
Dengan menggunakan penilaian yang lebih fleksibel, seperti penilaian berbasis proyek dan observasi,
guru dapat lebih memahami perkembangan individu siswa. Temuan ini konsisten dengan penelitian
oleh Booth & Ainscow (2020), yang menggarisbawahi pentingnya penilaian yang inklusif untuk
memastikan bahwa semua siswa memperoleh pengalaman pembelajaran yang setara. Namun,
keterbatasan alat bantu dan material pembelajaran khusus yang tersedia menjadi tantangan dalam
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mengimplementasikan metode ini secara lebih menyeluruh, sebagaimana dicatat oleh Florian &
Linklater (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada
ketersediaan materi pembelajaran yang adaptif.

Lebih lanjut, meskipun SDN 25 Banda Aceh telah berhasil mengimplementasikan banyak aspek
kurikulum inklusi, keterbatasan dalam pelatihan berkelanjutan bagi guru masih menjadi kendala
besar. Pelatihan guru yang dilakukan belum cukup menyentuh seluruh aspek pendidikan inklusi,
terutama dalam hal penggunaan teknologi pendidikan dan penanganan siswa dengan gangguan
perkembangan yang lebih kompleks. Hal ini sejalan dengan temuan dari Armstrong & Hill (2022),
yang menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan
penilaian, tetapi juga pada ketersediaan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk guru. Selain
itu, meskipun ada usaha yang signifikan untuk melatih guru dalam penggunaan metode
pembelajaran diferensiasi, pelatihan ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi tantangan nyata
yang dihadapi guru di kelas. Seperti yang dijelaskan oleh Ainscow et al. (2020), ketidakcukupan
pelatihan ini dapat mengurangi efektivitas implementasi kurikulum inklusif, dan membutuhkan
perhatian lebih dari pihak sekolah dan pemerintah untuk menyediakan dukungan yang lebih
berkelanjutan.

Mendorong Komunikasi yang Efektif

Memfasilitasi komunikasi yang efisien adalah aspek keempat dari taktik kepemimpinan yang sukses.
Sebagai komponen penting dalam strategi kepemimpinan, para peserta menggarisbawahi perlunya
komunikasi yang tepat waktu dan transparan dengan para pemangku kepentingan. Administrator
sekolah menggunakan berbagai platform, termasuk situs web, media sosial, dan email, untuk
berkomunikasi dengan semua orang secara terbuka dan transparan (Barnidge & Xenos, 2024).

Kepercayaan dan niat baik di antara komunitas sekolah sangat bergantung pada komunikasi yang
efektif. Budaya sekolah yang positif difasilitasi oleh komunikasi yang sering dan jelas. Agar pendapat
semua pemangku kepentingan dapat didengar dan kekhawatiran mereka dapat diatasi, mekanisme
umpan balik dan sistem pendengaran yang penuh perhatian sangatlah penting. Meskipun
komunikasi yang baik itu penting, para peserta menunjukkan sejumlah hambatan dan batasan
komunikasi di dalam kelas. Para penutur bahasa Aceh yang bukan merupakan penutur asli bahasa
Aceh mengalami hambatan teknologi, terutama di tempat-tempat terpencil atau terpencil di mana
akses terhadap teknologi terbatas, rintangan bahasa, serta alat bantu dan instruksi yang tidak
memadai untuk komunikasi yang efektif.

Untuk mengelola keragaman di sekolah, studi ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang
inklusif. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi semua siswa, studi ini
menekankan pentingnya menghargai, menghormati, dan mendorong kesetaraan dalam etos sekolah.
Kepemimpinan kolaboratif, keadilan pendidikan, dan komunikasi yang baik merupakan komponen
penting dalam meningkatkan prestasi dan kesejahteraan siswa. Kepemimpinan yang kuat dapat
membantu mengatasi hambatan dan mendorong iklim sekolah yang menyenangkan.

Komunikasi yang efisien adalah landasan keempat dari praktik kepemimpinan yang baik untuk
menangani keragaman di lembaga pendidikan. Pentingnya komunikasi yang baik dalam
menumbuhkan pemahaman dan kerja sama di antara beragam pemangku kepentingan di dalam
komunitas Pendidikan (Zekarias et al., 2024), ditekankan oleh para peserta yang hadir. R9 memberi
rambu-rambu melalui pernyataannya bahwa “ Dibutuhkan komunikasi yang efektif untuk
mengelola keragaman di sekolah” . Selanjutnya, “ Pentingnya memiliki kebijakan pintu terbuka
untuk staf, orang tua, dan anak-anak” ditekankan oleh seorang administrator R10. Peserta lain,
seorang kepala sekolah R4, menekankan “ pentingnya menciptakan budaya komunikasi yang
terbuka untuk memastikan semua pemangku kepentingan merasa dihargai dan mendapat informasi
melalui buletin dan media sosial” . Tiga taktik komunikasi utama ditekankan oleh para peserta:
meminta masukan, menggunakan bahasa yang sederhana, dan menawarkan layanan penerjemahan
bagi mereka yang bukan penutur asli.
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Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya banyak pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan, perlunya komunikasi yang baik dengan para siswa dan keluarga mereka,
serta kebutuhan akan layanan penerjemahan dan penjurubahasaan. Mereka menyoroti penggunaan
pekerja multibahasa, layanan penerjemahan dan penjurubahasaan untuk keluarga, dan teknologi
seperti aplikasi penerjemahan. Komunikasi yang efektif dipandang sangat penting untuk mengelola
keragaman di sekolah (Chan, 2023; Garces-Bacsal et al., 2024), dengan mempromosikan pemahaman
dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang disebut sebagai keuntungan utama
dari layanan tersebut.

Tabel 1. Triangulasi Membangun Kepemimpinan Inklusif di Lingkungan Sekolah

Dimensi Kepemimpinan Inklusif R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Membangun budaya sekolah

inklusif
« Menghargai dan v - - - - - - - - - -
menghormati - v } ) B} B} ) B} ) - -
keberagaman J
+  Mengedepankan ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
kesetaraan

+ Kesempatan yang sama
bagi semua anak
Membangun kepemimpinan

kolaboratif
« Berkolaborasi menciptakan - - - - - - v - - - -
visi bersama bagi sekolah
« Semua orang dihormati . ) ) ) ) ) ) ) ) ) v
dan suara mereka didengar ) ) J ) ) ) ) ) ) )
+ Kolaborasi pemangku ) i i SN i i i i i
kepentingan
« Terbuka dan jujur
Membangun kesetaraan
pendidikan
« Kesempatan dan sumber - - - - - - v - - - -
daya yang sama
« Sumber daya dan layanan v ) ) ) ) )
dukungan ) ) ) ) ) ) ) ) )
+ Sepenuh hati i i i i i i i i i i i
+ Pengajaran disesuaikan, les N ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
dan bimbingan ~ ) ) ) ) \ ) ) ) ) )
« Kesetaraan pendidikan N - -
« Pembelajaran - - - - - - - - - - ;
berdiferensiasi - - - - - - - N - - -
« Hilangkan hambatan sistemik - - - - - - - - - - \/
*  Dukungan bagi siswa
Mendorong komunikasi yang
efektif - - - - - - - - v - -
« Mengelola keragaman - - - - - - - - - v -

« Kebijakan terbuka
« Informasi melalui
buletin/media sosial

Berdasarkan Tabel 1, langkah-langkah membangun kepemimpinan inklusif yang diutarakan
sebelas responden terhadap masing-masing dimensi. Secara lugas, dinyatakan oleh R1, R2, dan R3
bahwa pentingnya membangun budaya sekolah inklusif. Sementara itu, diutarakan oleh R4, R5, R7,
dan R11 tentang pentingnya membangun kepemimpinan kolaboratif. Sebagian besar ditegaskan oleh
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R1, R5, R6, R7, R8, R9, dan R11 bahwa kesetaraan pendidikan merupakan hal utama. Akhirnya, bagi
R4, R9, dan R10 perlu didorong komunikasi yang efektif untuk membangun kepemimpinan inklusif
di lingkungan sekolah.

Kepala sekolah di SDN 25 Banda Aceh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan
berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan. Forum bulanan dengan orang tua siswa dan
pertemuan rutin dengan guru menjadi sarana untuk menyampaikan masukan dan solusi terkait
layanan inklusi. Penelitian ini konsisten dengan temuan Wapling (2021), yang menyebutkan bahwa
komunikasi efektif meningkatkan kepercayaan dan partisipasi stakeholder dalam pendidikan inklusi.
Namun, perbedaan budaya komunikasi antara sekolah dan beberapa komunitas lokal menjadi
tantangan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Artiles et al. (2020).

Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan di SDN 25 Banda Aceh, seperti yang
diimplementasikan melalui forum bulanan dengan orang tua dan pertemuan rutin dengan guru,
terbukti efektif dalam mengelola dan memperkuat sistem inklusi. Forum ini tidak hanya berfungsi
sebagai tempat berbagi informasi tetapi juga sebagai wadah untuk mengatasi masalah dan mencari
solusi secara kolektif. Ini sejalan dengan temuan oleh Pantic & Wapling (2021), yang menekankan
pentingnya komunikasi sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan
partisipasi berbagai pihak dalam implementasi pendidikan inklusi. Komunikasi yang transparan ini
juga memungkinkan adanya peran aktif orang tua dalam memantau dan mendukung perkembangan
anak-anak mereka, yang merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi yang produktif antara sekolah dan orang tua mampu
mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan inklusi serta cara
mendukungnya di rumah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah adanya perbedaan budaya komunikasi antara
sekolah dan sebagian komunitas lokal. Beberapa orang tua siswa berasal dari latar belakang budaya
yang memiliki cara komunikasi yang lebih tertutup dan kurang terbuka terhadap diskusi publik,
sehingga hal ini bisa menghambat aliran informasi yang efektif antara sekolah dan keluarga.
Sebagaimana juga dilaporkan oleh Artiles et al. (2020), kesenjangan dalam budaya komunikasi ini
dapat menciptakan kesalahpahaman dan ketegangan, yang berpotensi menghambat pencapaian
tujuan inklusi di sekolah. Ketidaknyamanan orang tua dalam berbicara terbuka mengenai masalah
yang dihadapi anak-anak mereka bisa mengurangi partisipasi mereka dalam program inklusi, yang
pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Oleh karena itu,
penting bagi kepala sekolah dan staf pengajar untuk mengadaptasi gaya komunikasi mereka sesuai
dengan konteks budaya setempat, serta menyediakan pelatihan komunikasi bagi orang tua untuk
menjembatani kesenjangan budaya ini. Hal ini akan memperkuat hubungan antara sekolah dan
keluarga, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di SDN 25 Banda Aceh.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi

Karena kurangnya dana, penolakan terhadap perubahan, dan prasangka budaya, pengelola sekolah di
SDN 25 Banda Aceh mengalami kesulitan untuk memajukan keragaman, kesetaraan, dan inklusi.
Beberapa peserta menggarisbawahi kesulitan yang disebabkan oleh sumber daya yang tidak
mencukupi, seperti kurangnya dana untuk pengembangan profesional dan bantuan untuk kelompok
siswa yang berbeda. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menangani masalah keragaman
dan inklusi secara memadai. Beberapa peserta menggarisbawahi kesulitan yang disebabkan oleh
sumber daya yang tidak memadai, seperti kurangnya dana untuk pengembangan profesional dan
bantuan untuk kelompok siswa yang berbeda. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk
menangani masalah keragaman dan inklusi secara memadai. Para peserta menyebutkan bias budaya
sebagai hambatan utama dalam pendidikan. Anggota staf yang memiliki bias dapat memperlakukan
siswa yang beragam secara tidak merata. Bias juga dapat menimbulkan asumsi dan stereotip, yang
berdampak pada perlakuan dan dukungan terhadap siswa di sekolah (Doyle et al., 2024).

Terlepas dari tantangan yang ada, pengelola sekolah SDN 25 Banda Aceh berdedikasi untuk
memajukan inklusi, kesetaraan, dan keberagaman. Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan,
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strategi yang dilakukan antara lain dengan memberikan sumber daya dan bantuan kepada siswa dari
berbagai latar belakang, menawarkan pelatihan kompetensi budaya, dan terlibat dalam wacana yang
berkelanjutan (Ganesan & Morales, 2024).

Seorang administrator sekolah menekankan pentingnya menyediakan sumber daya dan dukungan
bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk memastikan keberhasilan mereka. Seorang koordinator
penelitian menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi staf untuk meningkatkan kompetensi
budaya. Seorang administrator lain menekankan pentingnya wacana dan komunikasi dalam
mengatasi bias budaya dan keengganan untuk berubah untuk membangun iklim sekolah yang lebih
inklusif.

Administrator sekolah didorong untuk meningkatkan kompetensi dan kepekaan budaya mereka
agar dapat mendukung kelompok siswa yang berbeda dengan lebih baik. Untuk melawan prasangka
budaya dan keengganan untuk beradaptasi, serta memajukan lingkungan belajar yang lebih ramah
dan setara, sangat penting untuk melakukan dialog dan kontak secara terus menerus dengan staf,
siswa, dan keluarga (Urbani et al., 2024).

Meskipun terdapat berbagai hambatan tersebut, para pemimpin sekolah di SDN 25 Banda Aceh
tetap berdedikasi untuk memajukan inklusi, kesetaraan, dan keragaman. Mereka berdedikasi untuk
membina suasana sekolah yang inklusif dengan memberikan sumber daya dan dukungan kepada
anak-anak dari berbagai latar belakang, memberikan pelatihan kompetensi budaya kepada staf, dan
menjaga jalur komunikasi yang terbuka. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk mencapai tujuan
mereka dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil (Narot &
Kiettikunwong, 2024). Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa membina lingkungan belajar
yang inklusif, menempatkan nilai yang tinggi pada komunikasi yang efektif, kesempatan pendidikan
yang adil, dan kepemimpinan yang kooperatif adalah strategi kepemimpinan yang penting untuk
mengelola keragaman di sekolah. Agar semua anak dapat berkembang dalam suasana yang
mendukung dan inklusif, keempat elemen tersebut sangat penting.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi kepala sekolah adalah kurangnya sumber daya finansial,
terbatasnya pelatihan guru dalam pendidikan inklusi, dan stigma sosial terhadap siswa ABK.
Meskipun upaya kolaborasi telah dilakukan, kebutuhan pelatihan mendalam dan berkelanjutan
belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini mendukung temuan Engelbrecht et al. (2021), yang
mencatat bahwa tantangan struktural sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi
pendidikan inklusi di negara berkembang. Namun, studi ini juga bertentangan dengan temuan Dyson
(2020), yang melaporkan bahwa stigma sosial dapat diminimalkan dengan kampanye intensif dalam
waktu singkat.

Tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah di SDN 25 Banda Aceh, terutama terkait dengan
sumber daya finansial, pelatihan guru, dan stigma sosial terhadap siswa ABK, merupakan masalah
yang signifikan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi yang efektif. Kurangnya dana yang
tersedia untuk mendukung fasilitas inklusi dan pembelajaran yang adaptif mempersulit sekolah
dalam menyediakan alat bantu yang diperlukan untuk pendidikan siswa dengan kebutuhan khusus.
Selain itu, meskipun ada upaya kolaborasi antara pihak sekolah dan berbagai lembaga eksternal,
pelatihan guru yang belum menyeluruh dan berkelanjutan menghambat pengembangan kapasitas
guru dalam mengelola kelas inklusi. Hal ini sesuai dengan temuan Engelbrecht et al. (2021), yang
menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti kurangnya dana dan pelatihan yang memadai
merupakan hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusi di banyak negara berkembang.
Meskipun beberapa kemajuan sudah terlihat, masalah mendasar ini memerlukan perhatian lebih dari
pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pendidikan inklusi di
sekolah-sekolah negeri.

Namun, temuan ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyson (2020),
yang mengklaim bahwa stigma sosial terhadap siswa ABK dapat diminimalkan dalam waktu yang
relatif singkat dengan adanya kampanye intensif dan kesadaran publik yang tinggi. Meskipun
kampanye semacam ini dapat membantu mengurangi stigma, kenyataannya di lapangan,
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pengurangan stigma sosial terhadap ABK di SDN 25 Banda Aceh memerlukan waktu yang lebih lama
dan usaha yang lebih terstruktur. Tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dari keluarga dan komunitas
yang sering kali memiliki pandangan terbatas terhadap kemampuan siswa berkebutuhan khusus.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kampanye kesadaran dilakukan, stigma yang
berkembang dalam masyarakat seringkali tidak dapat dihilangkan dengan cepat. Oleh karena itu,
pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan perlu diterapkan, melibatkan semua
pemangku kepentingan dalam upaya memerangi diskriminasi terhadap ABK. Hal ini sesuai dengan
argumen yang diajukan oleh Artiles et al. (2020), yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai
pihak dalam membentuk sikap inklusif yang lebih dalam dan lebih tahan lama terhadap siswa ABK.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif di SDN 25 Banda Aceh merupakan elemen
kunci dalam mewujudkan layanan pendidikan inklusi yang optimal. Untuk membangun budaya
sekolah inklusif, kepala sekolah berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai penerimaan, toleransi,
dan penghormatan terhadap keberagaman di kalangan siswa, guru, dan staf. Langkah ini diperkuat
melalui pelatihan bagi pendidik, penyusunan kebijakan yang mendukung inklusi, dan pengembangan
kurikulum yang ramah terhadap semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
Kepemimpinan kolaboratif diimplementasikan dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal
maupun eksternal, dalam mendukung program inklusi. Kepala sekolah membangun hubungan erat
dengan guru, orang tua, dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi dalam menyediakan fasilitas,
pelatihan, dan dukungan emosional bagi siswa. Keterlibatan lembaga eksternal seperti Dinas
Pendidikan dan organisasi sosial juga membantu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.

Kesetaraan pendidikan diupayakan melalui pendekatan yang adil dalam memberikan akses
terhadap fasilitas, kurikulum, dan kegiatan sekolah. Kepala sekolah memastikan bahwa setiap siswa
memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan berkembang sesuai dengan
potensi masing-masing. Upaya ini mencakup penyediaan alat bantu belajar, penyesuaian metode
pengajaran, dan dukungan individual bagi siswa berkebutuhan khusus. Komunikasi yang efektif
menjadi dasar dalam membangun hubungan harmonis antara semua pihak yang terlibat. Kepala
sekolah mengadopsi pendekatan terbuka dan transparan, memfasilitasi diskusi rutin dengan guru,
orang tua, dan siswa untuk mengevaluasi program inklusi serta menyelesaikan masalah yang muncul.
Komunikasi ini juga mendorong kesadaran bersama akan pentingnya inklusi.

Namun, beberapa tantangan dan hambatan dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya,
kurangnya pemahaman sebagian guru dan orang tua tentang inklusi, serta stigma sosial terhadap
siswa berkebutuhan khusus. Kepala sekolah mengatasi hambatan ini dengan pendekatan kreatif dan
inovatif, seperti memanfaatkan kemitraan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Secara
keseluruhan, kepemimpinan inklusif di SDN 25 Banda Aceh menjadi landasan utama dalam
membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan setara bagi seluruh siswa.
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